RETRIBUSI - MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING — PERPANJANGAN IZIN
2014
PERDA KAB. BULUNGAN NO. 5 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK : - Sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing,
maka Retribusi Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Asing ditetapkan
sebagai Retribusi Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan
perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya
dalam wilayah kabupaten/kota merupakan urusan pemerintahan daerah
provinsi/kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan
Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

- Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara R1 Tahun 1945; UU No. 27 Tahun
1959; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2005; PP
No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97
Tahun 2012; Permenakertrans No. 12 Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun
2014; Perda Kab. Bulungan No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. Bulungan No. 2
Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang
Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi. Golongan Retribusi, Cara
Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif
Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Wilayah Pemungutan, Masa
Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Penetapan Retribusi. Tata Cara
Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan,
Keberatan. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Retribusi, Kedaluwarsa, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan. Penyidikan,
Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2014.



